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substantif yang rasional berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas
pemidanaan, tetapi masih lemah secara formil karena pertimbangan mengenai
faktor individual kedua terdakwa belum dijelaskan secara eksplisit dan masih
dirumuskan secara kolektif. Implikasinya, hakim perlu memperkuat motivering
dan menguraikan alasan pemidanaan secara individual, objektif, transparan, serta
dapat ditelusuri guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dalam praktiknya
banyak diperiksa dan diputus oleh peradilan umum. Persoalan hukum dalam perkara pencurian tidak hanya
berkaitan dengan pembuktian terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban
individual dan penjatuhan pidana terhadap masing-masing pelaku ketika perbuatan dilakukan secara bersama-
sama (Fauzi, 2022). Dalam konteks tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat-
ringannya pidana dengan tetap memperhatikan batas yang ditentukan undang-undang, fakta persidangan,
tingkat kesalahan, peran masing-masing terdakwa, serta nilai keadilan. Kebebasan hakim (vrijheid van de
rechter) bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan melalui
pertimbangan hukum yang rasional dan dapat diuji (Asmarani, 2025). Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim untuk menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus
mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa dalam pemeriksaan dan pemidanaan (Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009). Oleh karena itu, perbedaan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam satu tindak
pidana harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum yang objektif agar tidak berkembang menjadi
disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin menarik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor
128/Pid.B/2026/PN Sbr karena terdapat dua terdakwa yang diadili dalam satu perkara, dengan dakwaan
tunggal dan ketentuan pidana yang sama, tetapi memperoleh pidana yang berbeda. Berdasarkan putusan
tersebut, Terdakwa | dan Terdakwa Il didakwa melakukan pencurian secara bersama-sama sebagaimana Pasal
477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Peristiwa terjadi pada 21 Maret 2026 pagi ketika kedua terdakwa berboncengan menggunakan sepeda
motor untuk mencari sasaran. Terdakwa | mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir dengan kunci
masih terpasang, sedangkan Terdakwa Il mengemudikan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana
pencarian dan pelarian. Keduanya kemudian tertangkap warga sekitar 100 meter dari lokasi kejadian karena
wilayah tersebut sedang ramai oleh warga yang melakukan kegiatan nyekar menjelang Idulfitri. Majelis hakim
menyatakan seluruh unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap kedua
terdakwa. Namun, Terdakwa | dijatuhi pidana penjara selama satu tahun lima bulan, sedangkan Terdakwa Il
dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sehingga terdapat disparitas pidana sebesar lima bulan (Pengadilan
Negeri Sumber, 2026). Perbedaan tersebut menjadi problem yuridis karena perlu diketahui apakah selisih
pidana tersebut benar-benar didasarkan pada perbedaan peran, tingkat kesalahan, keadaan pribadi, atau faktor

lain yang dapat dibenarkan secara hukum.
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Secara teoritis, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui konsep individualisasi pemidanaan, teori
penyertaan (deelneming), asas proporsionalitas, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Teori penyertaan
menempatkan setiap pelaku berdasarkan kontribusi dan perannya dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga
kesamaan dakwaan tidak selalu berarti kesamaan bobot pertanggungjawaban pidana (Hadana, 2026). Dalam
perkara a quo, Terdakwa | secara faktual berperan sebagai pihak yang mengambil kendaraan korban,
sedangkan Terdakwa Il berperan sebagai pengemudi yang menyediakan sarana pencarian dan pelarian.
Perbedaan tersebut secara teoritis dapat menjadi dasar untuk melakukan individualisasi pidana sepanjang
dipertimbangkan secara eksplisit, logis, dan proporsional dalam putusan. Pada sisi lain, disparitas tidak
otomatis merupakan ketidakadilan karena perbedaan pidana dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan yang
relevan antara pelaku, baik dari sisi peran, kesalahan, keadaan pribadi, maupun akibat perbuatannya. Erfiana
(2023) menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan perlu dilihat dari
pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana. Demikian pula, Pratiwi dan
Syahril (2025) menegaskan pentingnya menilai pertimbangan hakim secara individual, khususnya ketika
terdapat keadaan khusus pada terdakwa yang dapat memengaruhi berat-ringannya pidana.

Kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam perkara ini terutama terlihat pada persoalan kesetaraan,
motivering, penyertaan, dan individualisasi pemidanaan. Secara normatif, dua terdakwa yang didakwa dengan
pasal dan konstruksi perbuatan yang sama memang dapat dijatuhi pidana berbeda apabila terdapat alasan
objektif yang membedakan tingkat kesalahan masing-masing. Akan tetapi, perbedaan tersebut idealnya disertai
argumentasi yang secara jelas menunjukkan mengapa Terdakwa | harus menerima pidana satu tahun lima
bulan, sementara Terdakwa Il hanya satu tahun. Persoalan semakin penting karena Pasal 250 ayat (1) huruf d
dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP
baru) menekankan pentingnya alasan putusan yang jelas. Dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr,
keadaan yang memberatkan dan meringankan dirumuskan secara kolektif terhadap “Para Terdakwa”,
sementara fakta mengenai status residivis Terdakwa | maupun perbedaan peran Terdakwa | sebagai eksekutor
dan Terdakwa Il sebagai pengemudi tidak secara eksplisit dijelaskan sebagai konstruksi individual yang
menjadi dasar selisih lima bulan tersebut (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan apakah disparitas tersebut merupakan bentuk individualisasi pemidanaan yang sah atau justru
menunjukkan argumentasi pemidanaan yang belum memadai.

Kajian mengenai disparitas pemidanaan sebenarnya telah berkembang dalam penelitian hukum pidana,
tetapi sebagian besar masih menggunakan pendekatan inter-case sentencing disparity, yaitu membandingkan
pidana antara perkara atau putusan yang berbeda. Leondra et al. (2025), misalnya, mengkaji disparitas putusan
pemidanaan dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan melalui perbandingan beberapa putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan menunjukkan bahwa perbedaan pemidanaan dalam perkara yang
memiliki karakteristik relatif serupa dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dan kepercayaan
masyarakat terhadap peradilan. Putri et al. (2025) juga menganalisis disparitas pemidanaan melalui
perbandingan Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN.Gst dan Nomor 144/Pid.B/2021/PN.Gst, sehingga unit
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analisisnya berada pada dua putusan yang berbeda. Sementara itu, Erfiana (2023) menelaah disparitas pidana
terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Sumber, sedangkan Pratiwi dan Syahril
(2025) memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada perkara pencurian
dengan pemberatan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting bagi penelitian mengenai
disparitas pidana, tetapi belum secara khusus mengurai disparitas intra-case, yaitu perbedaan pidana antara dua
terdakwa yang diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu perkara dengan dakwaan yang identik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama,
penelitian memusatkan perhatian pada disparitas pemidanaan dalam satu putusan (intra-case), bukan sekadar
membandingkan putusan yang berbeda (inter-case), sehingga analisis diarahkan langsung pada konsistensi
penalaran majelis hakim terhadap dua terdakwa dalam perkara yang sama. Kedua, penelitian menggunakan
teori penyertaan (deelneming) dan individualisasi pemidanaan untuk menguji apakah perbedaan posisi
Terdakwa | sebagai pihak yang mengambil kendaraan dan Terdakwa Il sebagai pihak yang mengemudikan
kendaraan benar-benar memiliki korelasi yuridis dengan selisih pidana lima bulan. Ketiga, penelitian
menempatkan perkara tersebut dalam konteks rezim KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 serta KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sekaligus menyoroti aspek fair
trial, termasuk kemungkinan disparitas akses bantuan hukum dan kewajiban hakim memberikan pertimbangan
individual yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdapat
perbedaan pidana, tetapi menguji alasan yuridis yang membenarkan atau tidak membenarkan perbedaan
tersebut berdasarkan peran pelaku, tingkat kesalahan, pertimbangan hakim, proporsionalitas, kesetaraan di
hadapan hukum, dan kewajiban motivering.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1)
bagaimana penerapan unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur
dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa | dan Terdakwa
Il dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr; dan (2) apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
disparitas pidana antara Terdakwa | dan Terdakwa Il meskipun keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal
dan ketentuan pidana yang sama? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis ketepatan penerapan unsur Pasal 477 ayat (1) huruf g terhadap kedua terdakwa, mengidentifikasi
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda serta hubungan antara fakta persidangan
dan pertimbangan hukum, dan mengevaluasi kesesuaian disparitas pidana lima bulan dengan asas
proporsionalitas, keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, individualisasi pemidanaan, serta kewajiban
memberikan alasan putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.
Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana mengenai disparitas intra-case
dan penerapan teori penyertaan dalam pemidanaan; sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi hakim dan aparat penegak hukum agar perbedaan pidana terhadap pelaku dalam
perkara yang sama selalu didukung alasan hukum yang transparan, individual, proporsional, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap
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penguatan konsistensi pemidanaan sekaligus menjaga keseimbangan antara independensi hakim, keadilan

individual, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) yang
bertujuan menganalisis secara mendalam dasar yuridis dan pertimbangan hakim terkait disparitas pidana antara
Terdakwa | dan Terdakwa Il dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Shr
(Sukmawan, 2025). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji secara
kritis fakta hukum, ratio decidendi, peran masing-masing terdakwa, serta alasan perbedaan pidana; pendekatan
perundang-undangan (statute approach) untuk menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 477 ayat
(1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang KUHAP, dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan konsep penyertaan
(deelneming), asas kesetaraan di hadapan hukum, motivering, individualisasi pemidanaan, dan
proporsionalitas (Manuputty, 2026). Karena penelitian bersifat normatif, alat dan sumber data yang digunakan
berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan PN Sumber Nomor
128/Pid.B/2026/PN Sbr, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2025, dan UU No. 48 Tahun 2009; bahan
hukum sekunder berupa buku hukum pidana, doktrin para ahli, artikel jurnal, serta penelitian terdahulu
mengenai disparitas pemidanaan dan penyertaan; serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (documentary and
library research) dengan mengidentifikasi secara sistematis profil para terdakwa, status Terdakwa | sebagai
residivis dan Terdakwa Il yang tidak memiliki catatan kriminal, perbedaan keterlibatan fisik berupa Terdakwa
| sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan dan Terdakwa Il sebagai pengemudi sarana pencarian serta
pelarian, serta konstruksi pertimbangan hakim yang berujung pada perbedaan pidana satu tahun lima bulan
bagi Terdakwa | dan satu tahun bagi Terdakwa Il atau disparitas lima bulan. Selanjutnya, bahan hukum
dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dan penalaran hukum, dengan
tahapan mengidentifikasi fakta hukum, mengelompokkan peran dan keadaan individual masing-masing
terdakwa, menelaah ratio decidendi dan dasar pertimbangan hakim, membandingkan fakta pembeda dengan
alasan memberatkan dan meringankan yang dirumuskan dalam putusan, kemudian menarik kesimpulan secara
deduktif untuk menilai apakah disparitas tersebut memiliki dasar yuridis yang objektif serta memenuhi asas
keadilan, proporsionalitas, kesetaraan, individualisasi pemidanaan, dan kewajiban memberikan alasan putusan
(motivering). Metode ini dipilih karena mampu mengungkap akar yuridis disparitas dalam satu perkara (intra-
case sentencing disparity), bukan sekadar membandingkan putusan yang berbeda, sehingga relevan untuk
menguji apakah perbedaan pidana merupakan konsekuensi yang sah dari perbedaan peran dan keadaan pribadi
terdakwa atau justru menunjukkan ketidakkonsistenan penalaran hakim (Sanubari, 2025). Urgensi penelitian

terletak pada kebutuhan memastikan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap dapat
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dipertanggungjawabkan melalui alasan hukum yang transparan dan dapat ditelusuri, sedangkan implikasinya
diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana mengenai disparitas
pemidanaan serta kontribusi praktis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam membangun pemidanaan
yang lebih konsisten, proporsional, individual, dan berorientasi pada keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sumber, Pelaksanaan PPL, dan Identifikasi Permasalahan
Hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr

Pengadilan Negeri Sumber merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana
maupun perdata dalam wilayah hukumnya. Selain fungsi yudisial tersebut, Pengadilan Negeri Sumber juga
menjalankan fungsi administrasi perkara, pelayanan informasi hukum kepada masyarakat, pengelolaan
persidangan, serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Produk hukum yang
dihasilkan meliputi putusan, penetapan, akta perdamaian, dan berbagai dokumen persidangan lainnya.
Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti,
jurusita, serta aparatur kepaniteraan dan kesekretariatan. Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sumber
memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sumber Yang Agung”, dengan misi menjaga kemandirian
pengadilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas
kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sumber. Struktur tersebut
menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan pemutusan perkara merupakan bagian dari sistem kelembagaan
yang tidak hanya menekankan aspek putusan, tetapi juga administrasi, akuntabilitas, dan pelayanan hukum.

Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, masing-masing unsur organisasi memiliki tugas yang saling
berkaitan. Ketua Pengadilan Negeri bertugas memimpin pengadilan, mengatur pembagian tugas hakim,
membagi berkas perkara, serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengadilan. Wakil Ketua
membantu Ketua dalam menyusun program kerja, mengawasi pelaksanaan tugas, dan menggantikan Ketua
apabila berhalangan. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang ditetapkan oleh
Ketua. Panitera memimpin dan mengoordinasikan administrasi perkara di bidang perdata, pidana, dan hukum
dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda. Sementara itu, Sekretaris mengoordinasikan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dengan dukungan Kasubbag Umum dan
Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan. Panitera Pengganti mempunyai fungsi penting dalam proses persidangan, antara lain
mencatat jalannya persidangan, menyiapkan kelengkapan perkara, menyusun berita acara sidang, membantu
pengetikan putusan atau penetapan, hingga melakukan minutasi setelah perkara diputus. Jurusita menjalankan
tugas penyampaian panggilan, pemberitahuan putusan, pelaksanaan penyitaan, serta eksekusi terhadap putusan

yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembagian tugas tersebut memperlihatkan bahwa proses penegakan
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hukum di pengadilan merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur dan tidak hanya bergantung
pada hakim sebagai pengambil keputusan.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama periode 22 Juli sampai dengan 21
Agustus 2026 di Pengadilan Negeri Sumber. Selama kegiatan tersebut, penulis memperoleh kesempatan
melakukan pengamatan langsung terhadap proses persidangan pidana, khususnya pada tahap pembacaan
dakwaan dan pembacaan putusan, serta persidangan perdata pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi.
Selain observasi persidangan, penulis turut memperoleh pengalaman dalam kegiatan administrasi
kepaniteraan, seperti pengetikan berita acara sidang, penulisan buku register perkara perdata dan surat kuasa,
pengelolaan surat relaas, pengecapan dokumen, penyamaan data dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP), pembelajaran penggunaan E-Court, dan pengarsipan berkas perkara. Penulis juga berpartisipasi dalam
sejumlah kegiatan kelembagaan, seperti kegiatan dalam rangka HUT RI, HUT Mahkamah Agung Republik
Indonesia, olahraga bersama, dan tes kompetensi (Dahlan, 2025). Pengalaman tersebut memberikan
pemahaman empiris bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada hasil berupa putusan, tetapi juga
membutuhkan administrasi perkara yang tertib, dokumentasi yang akurat, koordinasi antarbagian, serta
transparansi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan.

Pengamatan terhadap proses persidangan pidana kemudian mengantarkan penulis pada identifikasi
permasalahan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr. Perkara
tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa | dan
Terdakwa Il. Peristiwa terjadi pada 21 Maret 2026 pagi, ketika kedua terdakwa berboncengan mencari sasaran.
Terdakwa | mengambil sepeda motor korban yang terparkir dengan kondisi kunci masih terpasang, sedangkan
Terdakwa Il mengendarai kendaraan yang digunakan sebagai sarana pencarian sasaran dan pelarian. Keduanya
kemudian tertangkap warga sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, karena wilayah tersebut sedang ramai oleh
masyarakat yang melakukan kegiatan nyekar menjelang Idulfitri. Majelis hakim menyatakan unsur tindak
pidana sebagaimana didakwakan terbukti terhadap kedua terdakwa. Namun, terdapat fakta penting berupa
perbedaan rekam jejak dan peran masing-masing. Terdakwa | merupakan residivis atau telah pernah dihukum,
sedangkan Terdakwa Il belum pernah dihukum. Selain itu, Terdakwa | berperan sebagai eksekutor fisik yang
mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa Il berperan sebagai pengemudi kendaraan pembantu. Kedua
fakta tersebut menjadi penting karena dapat memengaruhi individualisasi pidana.

Permasalahan hukum muncul ketika fakta-fakta individual tersebut dibandingkan dengan hasil akhir
pemidanaan. Kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf g
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan majelis hakim menyatakan unsur deliknya terbukti
secara sah dan meyakinkan terhadap keduanya. Namun, Terdakwa | dijatuhi pidana satu tahun lima bulan
penjara, sedangkan Terdakwa Il dijatuhi pidana satu tahun penjara, sehingga terdapat disparitas sebesar lima
bulan (Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Secara substantif, perbedaan tersebut dapat dipahami karena adanya
perbedaan status residivis dan peran operasional. Akan tetapi, persoalan yuridisnya adalah apakah kedua faktor

tersebut benar-benar dikonstruksikan secara eksplisit sebagai dasar perbedaan pidana dalam pertimbangan
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hakim. Berdasarkan pencermatan terhadap putusan, fakta mengenai status residivis Terdakwa | dan perbedaan
peran kedua terdakwa telah muncul dalam uraian fakta hukum, tetapi keadaan memberatkan dan meringankan

dirumuskan secara kolektif untuk “Para Terdakwa”. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai

konsistensi antara fakta individual, pertimbangan hakim, dan hasil akhir pemidanaan.

Tabel 1. Gambaran Umum Pelaksanaan PPL dan Identifikasi Permasalahan Hukum di Pengadilan

Negeri Sumber

No. | Aspek Hasil PPL

Temuan

Relevansi terhadap Penelitian

1 Instansi

PN Sumber merupakan peradilan tingkat
pertama yang menangani perkara pidana

dan perdata

Menjadi lokasi pengamatan dan

konteks kelembagaan penelitian

perkara

pengarsipan

2 Waktu PPL 22 Juli-21 Agustus 2026 Menjadi  periode  observasi
kegiatan peradilan
3 Pengamatan Persidangan pidana tahap dakwaan dan | Memberikan pengalaman
persidangan putusan serta perdata tahap pembuktian dan | langsung ~ mengenai  proses
saksi persidangan
4 Administrasi BAP, register, relaas, SIPP, E-Court, dan | Memahami mekanisme

administrasi pendukung proses

peradilan

5 Permasalahan

hukum

Vonis Terdakwa | 1 tahun 5 bulan dan
Terdakwa Il 1 tahun

Menunjukkan disparitas pidana

sebesar 5 bulan

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Sumber memberikan pengalaman langsung kepada penulis
mengenai mekanisme peradilan, baik dari aspek persidangan maupun administrasi perkara. Dari pengalaman
tersebut ditemukan permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr berupa perbedaan
pidana lima bulan antara Terdakwa | dan Terdakwa Il. Perbedaan tersebut menarik untuk dianalisis karena
terdapat dua fakta pembeda, yaitu status Terdakwa | sebagai residivis dan perannya sebagai eksekutor,
sedangkan Terdakwa Il belum pernah dihukum dan berperan sebagai pengemudi. Namun, fakta individual
tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam konstruksi pertimbangan memberatkan dan meringankan yang
disusun secara kolektif. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penerapan

unsur tindak pidana dan faktor penyebab disparitas pemidanaan pada pembahasan berikutnya.

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Bersekutu
Berdasarkan Pasal 477 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa |
dan Terdakwa 11

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan unsur tindak
pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu terhadap Terdakwa | dan Terdakwa II.
Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr menggunakan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 2023 tentang KUHP, yang dalam argumentasi penelitian ditempatkan sebagai ketentuan baru yang
menggantikan konstruksi pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP lama. Penerapan ketentuan
tersebut harus diuji melalui unsur-unsur deliknya, terutama unsur “setiap orang”, unsur mengambil barang
milik orang lain secara melawan hukum, dan unsur dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu.
Pemeriksaan terhadap unsur tersebut penting karena kesalahan dalam menerapkan unsur delik akan
berpengaruh langsung terhadap dasar pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa.

Unsur “setiap orang” pada dasarnya terpenuhi karena subjek hukum yang didakwa adalah Terdakwa | dan
Terdakwa Il yang identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas dalam berita acara pemeriksaan.
Tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan adanya kesalahan subjek (error in persona) maupun alasan yang
menghilangkan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur mengambil barang milik orang
lain secara melawan hukum terpenuhi melalui perbuatan Terdakwa | yang mengambil sepeda motor milik
korban yang pada saat kejadian berada dalam penguasaan korban dan bukan merupakan hak Terdakwa I.
Perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik dan dengan maksud menguasai barang tersebut secara
melawan hukum. Keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa menjadi bagian dari rangkaian pembuktian
yang memperkuat fakta bahwa objek sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa | (Pengadilan Negeri
Sumber, 2026).

Unsur “dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” menjadi bagian yang paling relevan dengan
penelitian karena berkaitan langsung dengan teori penyertaan (deelneming). Dalam perkara ini, kerja sama
terlihat dari keberadaan kedua terdakwa yang secara bersama-sama berboncengan mencari sasaran. Terdakwa
I kemudian menjalankan tindakan langsung dengan mengambil kendaraan korban, sedangkan Terdakwa Il
mengemudikan kendaraan yang digunakan sebagai sarana untuk mencari sasaran dan melarikan diri. Dengan
demikian, meskipun kontribusi fisik keduanya berbeda, terdapat rangkaian tindakan yang saling berkaitan dan
mendukung terwujudnya tindak pidana. Dalam perspektif penyertaan, kesamaan kontribusi fisik bukan
merupakan satu-satunya ukuran untuk menentukan adanya kerja sama; yang lebih penting adalah adanya
kesadaran dan kehendak untuk mewujudkan tindak pidana secara bersama. Oleh karena itu, secara normatif,
penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa berdasarkan perbuatan bersama dapat
dibenarkan.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara pembuktian unsur delik dan penentuan berat pidana.
Terbuktinya kedua terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak berarti bahwa kontribusi
keduanya harus dianggap identik dalam tahap pemidanaan. Teori penyertaan justru memberikan ruang untuk
menilai kualitas peran masing-masing pelaku. Terdakwa | yang secara langsung mengambil kendaraan
memiliki keterlibatan fisik yang berbeda dengan Terdakwa 11 yang menjalankan fungsi pengemudi. Perbedaan
tersebut seharusnya menjadi bagian dari individualisasi pemidanaan. Dalam konteks ini, penerapan unsur Pasal
477 ayat (1) huruf g dapat dinilai benar untuk kedua terdakwa, tetapi konstruksi pertimbangan hakim
seharusnya tetap menjelaskan secara lebih rinci bagaimana pembagian peran tersebut memengaruhi tingkat

kesalahan masing-masing. Hal tersebut penting agar penerapan pasal tidak berhenti pada kesimpulan bahwa
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kedua terdakwa bersalah, tetapi juga menjadi dasar yang dapat ditelusuri ketika hakim menentukan berat-
ringannya pidana.

Penelitian Erfiana (2023) mengenai disparitas pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di
Pengadilan Negeri Sumber menunjukkan pentingnya menganalisis pertimbangan hakim dan faktor individual
terdakwa dalam pemidanaan. Kajian Putri et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa disparitas pemidanaan
harus dilihat melalui karakteristik perkara dan dasar pertanggungjawaban pidana, sedangkan Leondra et al.
(2025) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan pemidanaan dapat berdampak terhadap kepastian hukum dan
kepercayaan temuan tersebut dengan Putusan Nomor
128/Pid.B/2026/PN Sbr, dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g terhadap kedua terdakwa

memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Persoalan utama bukan terletak pada terbuktinya tindak

masyarakat. Dengan menghubungkan

pidana, melainkan pada bagaimana perbedaan peran yang telah terbukti tersebut diterjemahkan ke dalam
pertimbangan dan pemidanaan individual.
Tabel 2. Analisis Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencurian secara Bersama-sama dan Bersekutu

terhadap Terdakwa | dan Terdakwa |

No. | Unsur Pasal 477 | Fakta Terdakwa | | Terdakwa Il Hasil Analisis
Ayat (1) Huruf g dalam
Putusan
1 Setiap orang Identitas Terpenuhi Terpenuhi Tidak terdapat
para persoalan subjek
terdakwa hukum
sesuai BAP
2 Mengambil  barang | Sepeda Mengambil Berkontribusi Unsur  mengambil
orang lain motor motor dalam  rangkaian | terpenuhi
korban perbuatan
diambil
tanpa hak
3 Secara melawan | Tidak  ada | Terpenuhi Terhubung dalam | Perbuatan
hukum izin dari kerja sama bertentangan dengan
pemilik hukum
4 Bersama- Ada Eksekutor Pengemudi/sarana | Menunjukkan kerja
sama/bersekutu pembagian pelarian sama
peran
5 Pertanggungjawaban | Unsur delik | Bertanggung | Bertanggung jawab | Pidana tetap perlu
dinyatakan jawab diindividualisasikan
terbukti
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Penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Terdakwa | dan
Terdakwa Il dapat dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana karena terdapat perbuatan mengambil barang
milik orang lain secara melawan hukum dan adanya kerja sama dalam pelaksanaan pencurian. Terdakwa |
berperan sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa Il berperan sebagai pengemudi yang mendukung pencarian
sasaran dan pelarian. Dengan demikian, keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam satu
konstruksi delik, tetapi perbedaan peran tersebut tetap harus diperhitungkan dalam tahap individualisasi

pidana.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana antara Terdakwa | dan Terdakwa 11

Rumusan masalah kedua diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
disparitas pidana antara Terdakwa | dan Terdakwa Il meskipun keduanya didakwa dengan dakwaan tunggal
dan pasal yang sama. Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr menjatuhkan pidana penjara satu tahun lima
bulan kepada Terdakwa | dan satu tahun kepada Terdakwa I, sehingga terdapat selisih pidana lima bulan
(Pengadilan Negeri Sumber, 2026). Disparitas tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai
ketidakadilan karena hukum pidana mengenal prinsip individualisasi pemidanaan. Hakim dapat menjatuhkan
pidana berbeda kepada pelaku yang melakukan tindak pidana bersama-sama apabila terdapat perbedaan tingkat
kesalahan, peran, keadaan pribadi, maupun rekam jejak masing-masing. Oleh karena itu, analisis harus
diarahkan pada faktor apa saja yang secara objektif dapat menjelaskan perbedaan tersebut.

Faktor pertama adalah status residivis Terdakwa |. Berdasarkan fakta dalam putusan, Terdakwa I
merupakan pihak yang sudah pernah dihukum, sedangkan Terdakwa Il belum pernah mempunyai catatan
kriminal. Status residivis secara yuridis dan kriminologis merupakan keadaan yang relevan dalam
individualisasi pidana karena menunjukkan bahwa pelaku pernah mendapatkan respons pemidanaan
sebelumnya. Jika setelah menjalani hukuman seseorang kembali melakukan tindak pidana, kondisi tersebut
dapat menjadi indikator bahwa pidana sebelumnya belum memberikan efek yang cukup. Oleh karena itu, status
residivis Terdakwa | dapat menjadi dasar rasional untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan
Terdakwa Il. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Syahril (2025) yang menempatkan status
residivis sebagai salah satu aspek penting dalam menganalisis pertimbangan hakim pada pemidanaan perkara
pencurian dengan pemberatan.

Faktor kedua adalah perbedaan peran operasional dalam tindak pidana. Terdakwa | bertindak sebagai
eksekutor yang mengambil sepeda motor korban secara langsung, sedangkan Terdakwa Il bertugas
mengemudikan kendaraan yang digunakan untuk mencari sasaran dan melarikan diri. Perbedaan tersebut
menunjukkan adanya tingkat kontribusi yang berbeda. Terdakwa I memiliki hubungan langsung dengan objek
pencurian, sedangkan Terdakwa Il menjalankan fungsi pendukung. Oleh sebab itu, apabila hakim menjatuhkan
pidana lebih berat kepada Terdakwa I, perbedaan tersebut secara substantif dapat dijelaskan berdasarkan
prinsip proporsionalitas. Dalam teori penyertaan, kesamaan tanggung jawab atas tindak pidana tidak selalu

berarti kesamaan bobot kesalahan. Setiap pelaku harus dinilai berdasarkan kontribusi dan kualitas
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perbuatannya. Dengan demikian, peran sebagai eksekutor dapat menjadi salah satu faktor pembeda yang
rasional dalam menentukan pidana.

Faktor ketiga adalah perbedaan tuntutan dan pola pengurangan pidana dalam putusan. Berdasarkan
argumentasi dalam penelitian, terdapat selisih tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar lima bulan antara kedua
terdakwa, dan pola tersebut tetap terlihat pada vonis hakim dengan pengurangan tiga bulan dari tuntutan
masing-masing terdakwa. Keadaan ini penting dianalisis karena menunjukkan bahwa selisih lima bulan dalam
vonis memiliki pola yang sama dengan selisih tuntutan. Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa hakim
sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, sebab hakim tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pidana. Akan
tetapi, secara akademik, pola tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah selisih lima bulan
merupakan hasil penalaran independen hakim yang secara khusus mempertimbangkan status residivis dan
perbedaan peran, atau merupakan konsekuensi dari struktur tuntutan yang kemudian dikurangi secara
proporsional. Kewajiban memberikan alasan yang jelas menjadi penting agar proses penalaran tersebut dapat
diketahui dan diuji.

Faktor keempat adalah konstruksi pertimbangan hakim yang masih bersifat kolektif. Meskipun status
residivis Terdakwa | dan perbedaan peran antara kedua terdakwa muncul dalam fakta hukum, bagian keadaan
yang memberatkan dan meringankan dirumuskan secara umum terhadap “Para Terdakwa”. Kondisi tersebut
membuat hubungan antara fakta individual dan perbedaan pidana menjadi kurang eksplisit. Padahal, prinsip
motivering menghendaki agar putusan menjelaskan alasan hukum yang mendasari kesimpulan hakim. Pasal 5
ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan
hakim sebagai pihak yang harus menggali nilai hukum dan rasa keadilan, sedangkan Pasal 250 ayat (1) huruf
d dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru memperkuat kebutuhan akan alasan
putusan yang jelas. Dengan demikian, faktor penyebab disparitas secara substantif memang dapat ditemukan,
tetapi secara formil masih diperlukan penjelasan yang lebih individual agar perbedaan pidana lima bulan dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan.

Leondra et al. (2025) menjelaskan bahwa disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dapat menjadi
persoalan kepastian hukum apabila tidak ditopang oleh dasar pertimbangan yang konsisten. Putri et al. (2025)
juga menunjukkan pentingnya menganalisis disparitas berdasarkan perbedaan karakteristik dan pertimbangan
hukum pada masing-masing perkara. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang cenderung membandingkan
beberapa putusan (inter-case disparity), penelitian ini mengkaji disparitas yang terjadi dalam satu putusan
(intra-case disparity). Kebaruan tersebut memungkinkan penelitian menilai secara langsung konsistensi hakim
ketika dua orang terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperoleh pidana yang
berbeda. Dengan demikian, faktor penyebab disparitas dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr dapat
dirumuskan secara komprehensif meliputi status residivis, perbedaan peran, pola tuntutan JPU, serta konstruksi
pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya individual.

Tabel 3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana antara Terdakwa | dan Terdakwa Il dalam
Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr
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No. | Faktor Terdakwa I Terdakwa 11 Hubungan dengan Disparitas
Penyebab
1 Status hukum Residivis/pernah Belum pernah | Menjadi alasan objektif pidana
dihukum dihukum lebih berat
2 Peran dalam | Eksekutor/pengambil | Pengemudi/sarana Menunjukkan perbedaan
pencurian motor pencarian dan | derajat keterlibatan
pelarian
3 Tuntutan JPU | Tuntutan lebih tinggi | Tuntutan lebih | Selisih  tuntutan 5 bulan
rendah tercermin dalam vonis
4 Pertimbangan | Fakta individual | Fakta individual | Belum  dijelaskan  secara
hakim tersedia tersedia individual dalam faktor
pemberatan/meringankan
5 Vonis 1 tahun 5 bulan 1 tahun Disparitas pidana sebesar 5
bulan

Faktor utama yang menyebabkan disparitas pidana antara Terdakwa | dan Terdakwa Il adalah status
residivis Terdakwa I, perbedaan peran dalam pelaksanaan tindak pidana, pola perbedaan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum, dan konstruksi pertimbangan hakim yang masih bersifat kolektif. Secara substantif, pidana
Terdakwa | yang lebih berat dapat dibenarkan karena memiliki tingkat keterlibatan langsung yang lebih tinggi
dan status residivis. Namun, secara formil, putusan masih memiliki kelemahan karena tidak secara eksplisit
menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan selisih pidana lima bulan. Oleh karena itu,
disparitas tersebut dapat dinilai memiliki dasar substantif yang rasional, tetapi membutuhkan penguatan
argumentasi yuridis dalam aspek motivering dan individualisasi pemidanaan. Temuan ini sekaligus
menegaskan bahwa kesamaan dakwaan dan pasal tidak harus menghasilkan pidana yang sama, tetapi setiap

perbedaan pidana harus memiliki alasan yang jelas, objektif, proporsional, dan dapat ditelusuri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Disparitas Pidana antara Terdakwa | dan
Terdakwa Il dalam Perkara Pencurian (Studi Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr), dapat disimpulkan
bahwa penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap
kedua terdakwa secara normatif telah terpenuhi, karena terdapat perbuatan mengambil barang milik orang lain
secara melawan hukum serta adanya kerja sama dalam pelaksanaan tindak pidana, dengan Terdakwa I berperan
sebagai eksekutor dan Terdakwa Il sebagai pengemudi yang mendukung pencarian sasaran dan pelarian.
Disparitas pidana berupa Terdakwa | dijatuhi pidana 1 tahun 5 bulan penjara, sedangkan Terdakwa Il 1 tahun
penjara, atau selisih 5 bulan, secara substantif memiliki dasar yang rasional, terutama karena Terdakwa |
berstatus residivis dan memiliki keterlibatan langsung sebagai pelaku eksekutor, sedangkan Terdakwa Il belum

pernah dihukum dan berperan sebagai pendukung. Temuan ini sejalan dengan Pratiwi dan Syahril (2025)
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mengenai relevansi status residivis dalam pertimbangan pemidanaan serta Erfiana (2023), Putri et al. (2025),
dan Leondra et al. (2025) yang menegaskan pentingnya karakteristik pelaku dan pertimbangan hakim dalam
menilai disparitas pemidanaan. Namun demikian, penelitian menemukan kelemahan pada aspek motivering
karena fakta individual mengenai status residivis dan perbedaan peran tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit
dalam keadaan memberatkan dan meringankan yang masih dirumuskan secara kolektif untuk “Para
Terdakwa”. Dengan demikian, disparitas lima bulan dalam Putusan Nomor 128/Pid.B/2026/PN Sbr dapat
dibenarkan secara substantif berdasarkan prinsip individualisasi dan proporsionalitas pemidanaan, tetapi masih
memerlukan penguatan secara formil melalui pertimbangan hakim yang lebih individual, transparan, terukur,
dan dapat ditelusuri, sehingga perbedaan pidana tidak hanya menghasilkan keadilan secara hasil (substantive

justice), tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan melalui proses penalaran hukum yang jelas dan konsisten.
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